BUPATI MAROS @
NOMOR : rmn/?:ng Y20 29 /2006 @

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEARG
SWASTA WIDYA NUSANTARA MARO! {

BUPATI MARQS, @“
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasi ne @@n

atas Surat Permoho i perasional Y Sembilan
Putra Manunggal Karsa Maro¥ Nomor : 79/S /X/2016,

maka dipandang xyak dan memenuhx syjrat @tuk diberikan
Perpanjangan  Operasi %

b. bahwa be _A,‘ ) rtlmbang dimaksud
dalam hu - m ditetapkan dengan

Keputusan %
Mengingat . 8. Und g nd Nomor 29 Ta%ﬂ 9 tentang Pembentukan
Tingkat I ~di wesi (Lembaran Negara
Repuhhk onesia Tahuf 359 Nomor 74, Tambahan
lonesia Nomor 1822);

8 Tahun 1999 tentang
a wang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
S (Y ¥mbaran Negara Republik Indonesia
un 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nom )

mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
al (Lembaran Negara Republik Indonesia
or 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Ppmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

: _ Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Le an Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendi mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 N bahan
Lembaran Negara Republik Indonesis r 5105),

sebagaimana telah diubah dengan /#
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peru

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 te
Penyelenggaraan Pendidikan |
Indonesia Tahun 2010 Nomor
Negara Republik Indonesia N

un 2012

ras Lingkup
Kabupaten

Memperhatikan : 47 pts/420/X /2012
dirian dan Izin
ggaraan Pendidikan

oleh Masyarakat

Izin Operasional Kepala
Maros Nomor 79/SMK-

P TENTANG PERPANJANGAN IZIN
EKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA

Tperijangan Izin Operasional Sekolah Menengah
agta Widya Nusantara Maros.

(selaksanakan kegiatan operasional dimaksud agar
gtikan hal-hal sebagai berikut:

~wajib) melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak mengajarkan paham tertentu yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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d. dalam masa penyelenggaraan pendidikan swasta atau yang
diselenggarakan oleh masyarakat tersebut, Dinas Pendidikan
Kabupaten Maros melakukan evaluasi untuk mengetahui
perkembangan dan kemajuan serta prospelsya;

e. penyelenggara sekolah wajib meny%\mn laporan
perkembangan sekolah secara berkala set{ay {Ian, semester
dan setiap tahun kepada Dinas Pendidikzuis-JKg bupaten Maros.

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth :
1. Menteri Pendidikan dan Xe
2. Gubernur Sulawesi Sela(a
3. Ketua DPRD Kab. Mz

4. Sekretaris Daerah Kg
S5 dj

Kepala Bad SSUENE 2T Kab. Maros

. Koordinato
0. Arsip.
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. S.K. Menteri Kehakiman
2 No.C-1138.HT.03.01 Th. 1899 T MEL1999
S.K. Menteri Daiam Negeri dan Otonemi Daerah /
Kepala Badan Pertana : al @,
i No. 5 - IX:- 2001, Tgl. 22% 2001
JI. Jenderal Sudirman No. abupaten Margs
Telp. (0411) 3881207 11) 3881217

Flexi((4 634 3%
@Y AYAS A

AKTA

‘ SALINAN/GROSSE

Scanned by VueScan - get afreetrial at www.hamrick.com



